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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu
diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan pelayanan
perizinan terpadu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Jawa Barat;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);

14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 71);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 58);

18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

o v kW

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Jawa Barat.

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan
hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.

10.Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan
perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
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11.Penyelenggara Perizinan adalah Badan yang memiliki kewenangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan
keputusan izin dan non izin di Daerah.

12.Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja
yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Perizinan dalam rangka
penetapan keputusan perizinan.

13.Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam
ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan
hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang
dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.Keputusan Non Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan
dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bahan untuk
dikeluarkannya atau ditolaknya izin.

15.1zin adalah dokumen vyang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau
kegiatan tertentu.

16.Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin
kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam
bentuk lain.

17.Perizinan yang Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang memiliki karakteristik tertentu
dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian
komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak
luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan
ruang provinsi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

18.Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, badan hukum,
dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau
non izin.

19.Keberatan adalah upaya yang dilakukan orang perseorangan, badan
hukum, dan/atau bukan badan hukum terhadap keputusan Kepala
Badan yang memberatkan atau merugikan.

20.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok
retribusi.

23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
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24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas Perizinan
Pasal 2
Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berasaskan :
transparansi;
akuntabilitas;
kondisional;
partisipatif;
kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban;
efisiensi; dan

Se "o o0 Ty

efektivitas.

Bagian Kedua
Prinsip Perizinan
Pasal 3
Prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi :
kesederhanaan;
kejelasan;
kepastian waktu;
akurasi;
keamanan/kepastian hukum;
tanggungjawab;
kelengkapan sarana dan prasarana;
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kemudahan akses;

kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
j. profesionalisme; dan
k. kenyamanan.

Pasal 4
(1) Prinsip penyusunan perizinan, meliputi :
a. proporsionalitas;
b. persamaan;
c. konsistensi;
d. kecermatan;
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